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I. UMUM

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik pada tanggal 15 Januari 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik perlu diubah agar sesuai dengan kebutuhan hukum dan
perkembangan keadaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya
konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaruan yang
mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan Partai Politik
serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Partai
Politik.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Partai Politik berhak
memperoleh bantuan keuangan dari APBN dan APBD sesuai dengan
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II.

peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional
kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi,
dan DPRD kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan
jumlah perolehan suara.

Sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Partai Politik maka
penggunaan bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk
melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan
masyarakat. Materi pendidikan politik berkaitan dengan pendalaman
mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila,
UUD 1945, Bhinneka Tunggal lka, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia; pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara
Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan
berkelanjutan.

Selain  itu, Partai Politik wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan
dari APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali
untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran
berakhir dan BPK sudah selesai memeriksa laporan tersebut 3 (tiga)
bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selanjutnya BPK
menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan dan pengeluaran tersebut kepada Partai Politik paling
lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan mengenai pemeriksaan
laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan
keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD
oleh BPK guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 34A Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Penggunaan nomenklatur
pemeriksaan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam rangka
penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Angka 1
Pasal 1
Cukup jelas.
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Angka 2
Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3
Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 12A

Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 18A

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.
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